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ABSTRAK 

PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA 

KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau) 

 

Oleh:  

 

RISKA OKTAVIA 

Salah sati kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian adalah musaqoh. 

Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan 

pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, 

sehingga pohon tersebut menhasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi 

antara mereka berdua. Di Desa Hujung Kecamatan Belalau bentukakad yang 

dilakukan oleh pemilik dan pengelola adalah lisa bukan tertulis. Pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil ini dilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari 

pemilik kebun kopi untuk dikelola sendiri. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi perspektif 

hukum Ekonomi Syariah di desa Hujung Kecamatan Belalau. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu metode untuk menemukan 

secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pengumpulan data penelitian 

menggunakan wawancara dan dokumentasi yang mana setelah data terkumpul 

peneliti analisa menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif. 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan 

sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil 

antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau 

terjadi karena kurangnya pemahaman dalam hal kerjasama bagi hasil hanya 

memandang dari segi kebolehan saja tanpa memandang syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Kerjasama bagi hasil kebun kopi dilakukan antara pemilik dan 

pengelola kebun kopi  dengan menyepakati akad hanya secara lisan. Hanya 

didasari saling percaya. Jangka waktu tidak ditentukan.  
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MOTTO 

 

...                            

         

 

 

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 2)
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Departemen Agama RI, Alquran Terjemahnya, (Bandung: Penerbit  Diponegoro, 2014), 

h 109 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam 

masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu 

sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.
2
  

Mu‟amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar 

pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3
 Kegiatan muamalah tentunya 

dilakukan melalui akad.  Akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul 

menurut ketentuan syara‟ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya 

atau pada redaksi yang lain keterkaitan antara pembicaraan salah seorang 

yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara‟ pada segi yang 

tampak pengaruhnya pada objek.
4
 

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu 

hal sebab kepemilikikan. Pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang 

                                                 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta UII Pers, 2000), h. 11  

3
 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 

2014), h. 5 
4
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana 2012), h. 71 



2 

 

 

menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang akan memiliki 

akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang 

diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama 

dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain  jual beli, ijarah 

(sewa menyewa), mudharabah (bagi hasil), syirkah (perkongsian), wadi‟ah 

(titipan) dan sebagainya. 

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang 

di dalamnya terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih untuk mendapatkan 

keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai koridor hukum Islam.
5
 

Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan 

keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dalam bidang petanian 

dengan orang lain. 

Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari 

keuntungan antar kedua belah pihak juga untuk saling mempererat 

persaudaraan dan tolong menolong antar mereka, Islam mensyariatkan kerja 

sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong menolong 

antara kedua belah pihak.  

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang disebut penggarap, 

berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut 

untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan 

pembagiannya antara kedua belah pihak. 

                                                 
5
 Shohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 

h. 177 
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Prinsip fiqih mu‟amalah mengharuskan kejelasan dalam melakukan 

akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. 

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan 

mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya.
6
  Keabsahan 

dalam akad kerjasama bagi hasil adalah dalam firman Allah SWT dalam: 

...                          

    ...    

Artinya: Apabila kamu berm‟uamalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah 

seseorang dari kamu menulisnya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2): 282)
7
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan pada 

hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama di antara 

kamu, hendaklah melakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan 

agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama. 

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan mengenai kegiatan usaha ini, 

yaitu sebagai berikut:  

ابِْنِ عُمَراَنََّ النَّبِِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أىَْلَ خَيْبَ رَ بِشَرْطِ مَايََْرجُُ عَنْ 
هَا  رواه مسلم(   (مِنْ ثََرٍَ اوَْزَرعٍْ  مِن ْ

Artinya: Dari Ibnu‟ Umar Rodhiyallahu‟anhuma, yang artinya bahwa 

Rasullah SAW, menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di 

                                                 
6
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 185-186 

7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an  dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2006), h. 48 



4 

 

 

Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil 

garapan tersebut. 

Undang-undang yang mengatur perihal kerjasama bagi hasil dalam 

pertanian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 

Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada Pasal 1 UU tersebut, dijelaskan bahw 

perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain 

pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan 

perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk 

menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian 

hasilnya antara kedua belah pihak.
8
 

Pada konteks pertanian, biasanya kerja sama dilakukan oleh petani 

untuk melakukan kerja sama lahan pertanian dalam hal merawat dan 

memelihara kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya 

menurut kesepakatan bersama dan perjanjian tersebut disebutkan dalam akad. 

Salah satu kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian adalah musaqoh. 

Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama 

memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, 

disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, 

dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.
9
  

Peraturan mengenai musaqoh terdapat dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah sebagai berikut:  

                                                 
8
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  

9
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 405 
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Pasal 267 

1. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak 

pemelihara. 

2. Pemelihara wajb memelihara tanaman yang menjadi 

tanggungjawabnya.  

Pasal 268 

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk 

melakukan pekerjaannya 

Pasal 269  

Pembagian hasil dari pemeliharan tanaman harus dinyatakan secara 

pasti dalam akad 

Pasal 270 

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari 

pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh 

kelalaiannya.
10

  

 

Dalam hukum adat latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil 

adalah, yaitu: 

1. Bagi pemilik tanah 

a. mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkasempatan 

untuk mengerjakan tanah sendiri. 

b. Keingan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan 

memberi kesempatan kepada orang lain untk mengerjakan 

tanahnya.  

2. Bagi penggarap/pemaro  

a. Tidak/ belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak 

mempunyai pekerjaan tetap. 

b. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, 

tanah sendiri tidak cukup. 

c. Keingin mendapatkan tambahan hasil garapan.
11

 

 

Adapun permasalahan yang terjadi pada perjanjian bagi hasil Desa 

Hujung Kecamatan Belalau, dari hasil Pra survay yang dilakukan di Desa 

Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan Jumlah 

penduduk Desa Hujung pada Tahun 2018 berjumlah 3984 jiwa. Mayoritas 

penduduk Desa Hujung bermata pencaharian dengan bertani, seperti sawah, 

                                                 
10

 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79-80 
11

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung:Alumni, 1979), 154 
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lada , dan kopi, baik baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kerja sama 

bagi hasil keuntung yang diperoleh atau yang biasa dikenal dengan sebutan 

bagi hasil. Hal ini dilakukan sebagian besar masyarakat setempat. Bentuk akad 

yang dilakukan kedua belah pihak berupa akad lisan hal ini sudah menjadi 

kebiasaan. Dan biasanya untuk pembatasan waktu yang tidak ditentukan 

dalam akad tergantung pengelola akan berapa lama pengelola mengelola 

kebun kopi tersebut. 

Berdasarkan data survey yang dilakukan pada penggarap dan 

pengelola kebun kopi yang ada di Desa Hujung Kecamatan Belalau. 

Berdasarkan wawancara kepada pemilik kebun kopi yaitu Bapak Hasbi bahwa 

beliau menyerahkan sepenuhnya kebun kopi kepada Bapak Poniman. Bentuk 

akad yang dilakukan oleh penggarap dan pengelola adalah  lisan bukan 

tertulis.
12

  Bapak Ponimana menuturkan Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini 

dilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik kebun kopi 

untuk mengelola sendiri.
13

 Pada umumnya Pelaksanaan bagi hasil dari 

perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Hujung Kecamatan Belalau ini 

disebut dengan istilah “maro”. Maro adalah pembagian hasil setengah untuk 

pemilik kebun dan setengah untuk penggarap dari hasil apa yang 

diperjanjikan
14

.  

                                                 
12

 Hasbi, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, dalam 

pra-survey, pada tanggal Sabtu 30 Juni 2018 
13

 Poniman, Penggarap Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, 

dalam pra-survey, pada tanggal Sabtu 30 Juni 2018 
14

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: Alumni, 1979), h. 30 
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Menurut Bapak SH Untuk  Pembagian hasil yang diperoleh pada saat 

panen sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian yaitu dibagi dua.
15

  

Bapak OJ menuturkan bahwa dalam melakukan kerjasama dalam hal 

ini atas dasar minimnya dalam pemenuhan ekonomi keluarga sehingga 

kerjasama ini dapat dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan.
16

  

Bapak PH pembagian hasil panen tidak dipengaruhi oleh jarak, letak 

tempat dan ada bantuan atau tidak ada bantuan yang di berikan pemilik kopi, 

misalnya di lereng gunung, maka pembagian hasil kopinya sama dengan yang 

tempat yang datar yaitu dibagi rata antara pemilik dan penggarap tanpa adanya 

bantuan dari pemilik kebun kopi.
17

 

Menurut Bapak rifai dalam hal ini menyetujui adanya perjanjian 

kerjasama secara lisan hal ini karena tidak penting tertulis atau tidaknya, 

karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian 

tertulis. Karena akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa 

kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam 

perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika 

ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang 

dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan 

sifat manusia yang kurang puas.
18

 

                                                 
15

 SH, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, dalam pra-

survey, pada tanggal Minggu 16 Desember 2018 
16

 OJ, Penggarap Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, dalam 

pra-survey, pada tanggal Minggu16Desember2018 
17

 PH, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, dalam pra-

survey, pada tanggal Selasa 18  Desember 2018 
18

Rofai, Penggarap  Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, Wawancara, dalam 

pra-survey, pada tanggal Selasa 18  Desember 2018 
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Berdasarkan paparan tersebut menarik untuk diteliti tentang sistem 

bagi hasil petani kebun kopi dan bagai mana dalam kompilasi hukum ekonomi 

syariah memandang tentang pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul 

”Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalah yang telah dipaparkan, 

maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Praktek Bagi Hasil Antara 

Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek bagi hasil 

antara pemilik dan pengelola kebun kopi perspektif hukum Ekonomi 

Syariah di desa Hujung Kecamatan Belalau. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan pada bidang muamalah, khususnya perjanjian bagi hasil.  

b. Secara Praktis Penelitian ini bergun bagi masyarakat untuk menambah 

pengetahuan tentang  bagi hasil dalam pengelolahan kebun kopi 

sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya. 
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D. Penelitian Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian maka diperlukan penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti 

sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa 

penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penelitian karya Muh. Ashar Arman, mahasiswa Program Studi Syari‟ah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Sistem Bagi Hasil 

Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum 

Islam”. Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa pemilik tanah 

mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan 

syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang 

dibutuhkan dalam pengelolahan tersebut. Dengan demikian bagi hasil 

persawahan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa 

Julubori adalah dibolehkan oleh syara‟ karena telah dikenal dalam ajaran 

Islam dengan istilah Muzara‟ah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah 

SAW, dan para sahabat-sahabatnya.
19

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil 

menurut hukum Islam. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang 

                                                 
19

 Muh. Ashar Arman, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. 

Pallangga Menurut Hukum Islam”, dalam http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/, diakses pada 

tanggal 15 September 2018.  
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diteliti pada penelitian relevan di atas pada penggarapan sawah. 

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. 

2. Penelitian karya Kartina, mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Peranan Bagi 

Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap 

Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Goa” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem 

bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini 

memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah 

bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan 

itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, 

dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajurkan oleh 

syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama 

adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun 

tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan 

pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan 

tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam 

pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan 

memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja 

para petani tersebut.Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan 



11 

 

 

tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak 

menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.
20

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akan 

tetapi objek dan fosku penelitian yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti 

pada penelitian relevan di atas pada pengelolaan lahan. Sedangkan yang 

menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. Sedangkan fokus 

penelitian relevan di atas adalah peranan bagi hasilnya, sedangkan pada 

penelitian ini yakni praktik bagi hasilnya ditinjau menurut hukum 

ekonomi syariah.  

3. Penelitian karya Luvi Rahmadani, mahasiswa fakultas Syariah dan 

Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 

dengan judul “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun 

Tebu Dalam Perseptif Akad Mukhabarah”. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa  menurut adat setempat, proses pengelolaan kebun 

tebu dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan 

lahan saja kepada pengelola kebun karena pemilik lahan bertempat tinggal 

di luar Desa tempat letak lahannya dan perjanjian bagi hasil dilakukan 

pengelola lahan menyediakan modal sementara pemilik lahan hanya 

menyerahkan lahan saja untuk ditanami. Dalam perjanjian bagi hasil yang 

dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan berkewajiban menyerahkan 

lahan kepada pengelola kebun dan pemilik lahan berhak menerima 

                                                 
20

 Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap 

Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Didesa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa”, dalam 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1438/, diakses pada tanggal 15 September 2018.  
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keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola 

kebun berkewajiban memberikan keuntungan kepada pemilik lahan 

apabila pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan 

keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika 

tanamannya belum layak dipanen. Aplikasi akad mukhābarah yang 

dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi hasil pada 

pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai dengan akad mukhābarah 

dalam pelaksanaannya dan sebagian lagi tidak sesuai dengan akad 

mukhābarah dalam pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan 

akad mukhābarah yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, berakhirnya 

perjanjian, dan bentuk bagi hasil.
21

 

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akan 

tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian 

relevan di atas pada pengelolaan kebun tebu. Sedangkan yang menjadi 

objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. Selain itu, tinjauannya pun 

berbeda. Pada penelitian relevan di atas ditinjau menurut akad 

mukhabarah, sedangkan pada penelitian ini ditinjau menurut hukum 

ekonomi syariah.  

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas Muh Ashar 

Arman hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab kerjasama bagi hasil 

penggarapan sawah. Begitu pula Dengan kartina berfokus pada penyebab 

                                                 
21

 Luvi Rahmadani, “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu 

Dalam Perseptif Akad Mukhabarah”, dalam https://repository.ar-raniry.ac.id/1113/, diakses pada 

tanggal 15 September 2018.  
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utama pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemanfaatan lahan. 

Sedangkan Luvi Rahmadani lebih fokus pada pelaksanaan kerjasama bagi 

hasil dengan akad mudharabah. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumya, 

berdasarkan perbedaan pada fokus penelitian maka terdapat perbedaan 

arah dan tujuan. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada praktek 

bagi hasil anatara pemilik kebun kopi di Kecamatan belalau perspektif 

hukum ekonomi syariah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 
 

A. Akad Musaqoh 

1. Pengertian Musaqoh 

Musaqoh diambil dari kata al-saqa, yaitu bekerja pada pohon 

tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya 

mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil 

yang diurus sebagai imbalan.
22

 

Musaqoh dalam arti bahasa merupakan wazn mufa‟alah dari kata 

as-saqyu yang sinonimnya as-syurbu, artinya memberi minum. 

Sedangkan menurut istilah, musaqoh adalah suatu akad penyerahan 

pepohonan kepada orang yang mau menggarapnay dengan ketentuan 

hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.
23

 

Musaqoh adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman 

dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat 

kebun/tanaman pdaa masa tertentu sampai tanaman itu berubah.
24

 

Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak 

pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk 

                                                 
22

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 145 
23

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 404-405 
24

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2004), h. 280 
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diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan 

buah-buahan dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.
25

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

musaqohadalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani 

penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama 

antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka 

buat. 

2. Dasar Hukum Musaqoh 

Musaqoh menurut Hanafiah sama dengan muzara‟ah, baik hukum 

maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, 

musaqoh dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang 

diperolehnya,hukumnya batal karena itu termasuk akad sewa-menyewa 

yang sewanya dibayar dari hasilnya,dan hal tersebut dilarang 

olehsyara‟Sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi dari nafi‟ dari 

Khadij bahwa nabi saw bersabda: 

 مَنْ كَانَتْ لَوُ أرَْضٌ فَ لْيَ زْرَعْهَا أوَْ ليَِمْنَحْهَا أَخَاهُ فإَِنْ أَبََ فَ لْيُمْسِكْ أرَْضَوُ 
Artinya: Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah,maka 

hendaklah dia menanaminya,dan janganlah ia menyewakan dengan 

                                                 
25

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat., h. 405 
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sepertiga dan tidak pula seperempat dan juga tidak dengan makanan 

yang disebutkan.(Mutafaq „Alaih)
26

  

Menurut Abu Bakar Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta 

jumhur ulama (Malik, Syafi‟i,Ahmad),musaqoh dibolehkan dengan 

beberapa syarat.Pendapat ini didasarkan pada hadist nabi SAW : 

عَنِ ابِن عُمَرُرَضِىَ الُله عَنوُ أَنَّ رَسُولُ الِله صَلَّى اللُو عَلَيوِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ 
 .أىَلَ خَيبَ رَ بشَطرٍ ماَيََرجُُ مِن ثََرٍَ أوَ زَرعٍ 

Artinya: Dari Ibnu Umar Nabi SAW bekerja sama dengan 

penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh 

baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.(HR.Jamaah)
27

 

Selain itu, akad musaqoh ini dibutuhkan oleh manusia karena 

terkadang di satu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat 

atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada 

orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau 

perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan 

tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, 

sedangkan pihak lain (amil) memerlukan pekerjaan.
28

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa musaqoh 

merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad kerjasama 

seperti ini amat diperlukan bagi manusia. 

 

                                                 
26

Ibid., h. 406 
27

Ibid  
28

Ibid  
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3. Rukun dan Syarat Musaqoh 

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqoh. 

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa rukun musaqoh hanya dua 

saja, yaitu ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan).
29

 Jumhur ulama 

Mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun musaqoh 

ada lima, yaitu sebagai berikut:  

a. Ada dua orang (Pihak) yang mengadakan Akad (Transaksi) 

b. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian. 

c. Bentuk/jenis usaha yang dilakukan. 

d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama 

itu. 

e. Ada perjanjian baik tertulis maupun lisan.
30

 

 

Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-

masing rukun adalah:  

a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap 

bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal) 

b. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti. 

c. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan 

hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan 

kesepakatan dalam perjanjian 

d. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada 

kaitannya dnegan usaha untuk mengolah dan merawat kebun 

tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan 

demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.  

e. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan 

perjanjian tertulis atau lisan.
31

 

 

Selanjutnya syarat-syarat benda yang diakadkan antara lain 

sebagai berikut:  

a. Tanaman yang dijadikan obyek, tanaman harus diketahui 

secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian. 

b. Lama perjanjian itu harus jelas. 

                                                 
29

M. Ali Hasan, Berbagai Macam., h. 282 
30

Ibid  
31

Ibid., h. 282-283 
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c. Perjanjian musaqoh, perjanjian hanya dapat dilakukan 

sebelum tanaman itu berbuah atau sudah berbuah tetapi belum 

masak/matang. 

d. Ada ketentuan yang pasti mengenai pembagian pengelola.
32

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan 

syarat musaqoh di atas adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam 

akad musaqoh agar akad tersebut menjadi akad yang sah. 

 

4. Akad Musaqoh 

a. Pengertian Akad Musaqoh 

Kata akad berasal dari bahasa arab al-aqdu dalam bentu 

jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.
33

 Akad 

berasal dari bahasa arab „aqada, ya‟qidu „aqdan yang artinya 

menjadikan ikatan, memperkuat, dan menetapkan
34

. Pengertian ijab 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima 

ikatan), sesuai dengan yang dikehendaki pada obyek perikatan. 

Menurut bahasa „aqad mempunyai beberapa arti, antara lain 

sebagai berikut:
35

 

1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, 

kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.  

2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu 

dan mengikatnya. 

                                                 
32

Ibid  
33

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012. h. 71 
34

Nizaruddin, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Idea Press, 2003. h 75 
35

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 44 
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3) Janji, yaitu ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut 

kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang 

bertaqwa. Sebagai firman Allah: 

                     

                   

 

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. 

Dihalalkan bagi mu binatang ternak, kecuali yang 

dibacakan kepadamu. (yang demilian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 1).
36

 

 

Istilah ahdu dalam Al-quraanmengacu pada pertanyaan 

seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sngkut pautnya 

dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak 

memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak 

setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat oleh orang 

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, 

bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membantunya.
37

 

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri 

dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya 

komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad 

menurut istlah dipergunakan dalam pengertian umum, yaitu 

                                                 
36

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an  dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Agung 

Harapan, 2006) h. 106 
37

Sohari Ru‟fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42 
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sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi 

orang lain dengan kata hurus.
38

 

b. DasarHukumAkadMusaqoh 

Dasarhukumakad musaqoh menggunakan dasar hukum 

perjanjiansecara umumyaitu dalamhadis yang diriwayatkanoleh 

Imam Bukharisebagaiberikut:  

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أوَْ أَحَلَّ 
 )روىالبخري(حَراَمًا

Artinya: Kaummusliminharusmemenuhisyarat-syarat yang 

telahmerekasepakatikecualisyarat yang mengharamkansuatu yang 

halal ataumenghalalkansuatu yang haram.(H.R. Bukhari)
39

 

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 

kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang 

bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan yang 

baik.
40

 

Berdasar kanuraian di atas, dapat dipahami bahwa segala 

macam perjanjian hukumnya diperbolehkan asalkan perjanjian 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau 

                                                 
38

Abbullah Al-Mushlih Dan Shslahah Ash-Shawai, Fiqih Ekonomi Keungan Islam, 

(Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26 
39

 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ShahihSunnahBukhari, (Jakarta: PustakaAzzam, 

2000), h. 452 
40

FathurrahmanDjamil, PenerapanHukumPerjanjiandalamTransaksi di 

LembagaKeuanganSyariah, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), h. 18 
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perjanjian tersebut adalah perjanjian yang halal, tidak terkecuali 

perjanjian/akad musaqoh. 

 

c. Rukun Akad dan Syarat 

1) Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akada adalah suatu perbuatan 

yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebihberdasarkan 

keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak 

haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun rukun ialah 

sebagai berikut; 

a. Aqid ialah orang yang berakad, contohnya penjual dan 

pembeli. 

b. Sesuatu yang diakadkan (mauqud alaih). 

c. Sighat, yaitu orang ijab dan qobul.
41

 

Menurut ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad 

itu hanya satu, yaitu shighat al-aqad (ijab dan qobul), sedangkan 

pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak 

termasuk rukun akad, tetapi berdasyarkan syarat-syarat akad, 

karena, menurut mereka, yang dikatakan rukun adalah suatu 

esensi yang berada dalam akad itu sendiri, seangkan pihak-pihak 

yang berakad dan obyek berada diluar esensi akad. 

a) Sighat akad adalah suatu yang disandarkan dari dua 

phak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang 

ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal 

itu dapat dikeahui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan. 

                                                 
41

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45 
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Hal itu dapat diketahui biasa disebut dengan ijab dan 

qobul.  Dalam kaitannya ijab dan qobul, para ulama 

fiqih mensyaratkan: 

i. tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus 

jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang 

dikehendaki. 

ii. Antara ijab dan qobul terdapat kesesuain. 

iii. Pernyataan ijab dan qobul itu mengacu pada suatu 

kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak 

ragu-ragu. 

b) Al-aqaid adalah orang yang melakukan akad. Secara 

umum, akad disyaratkan harus ahli dan memiliki 

kemampuan untuk melakukan akad atau mampu 

menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. 

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensayratkan aqid 

harus berakal, yaitu sudah mumayyiz, anak yang agak 

besar pembicaraannya dan jawabannya yang 

dilontarkan dapat dipahami, serta anak minimal 7 

tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad 

yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz 

ataupun orang gila. 

c) Al-mauqud alaih adalah objek akad atau bnda-benda 

yang dijadikan akad yang berbentuk tampak dan 

membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta 

benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta 

seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula 

berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam upah-

mengupah. 

d) Maudhu akad adalah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. Dalam syariat Islam, maudhu akad 

harus benar sesuai dengan ketentuan syara‟.
42

 

 

2) Syarat Akad 

Setiap pembentukan akad atau akad syarat yng ditentukan 

syara‟ yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang 

harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu: 

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada 

dibawah pengampuan (mahjur) karena bosos atau 

lainnya. 
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2. Yang menerima objek akad dapat menerima 

hukumannya. 

3. Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan 

akid yang memiliki barang. 

4. Aqad tidak boleh dilarang oleh syara‟ 

5. Akad dapat memberikan faedah. 

6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum 

terjadinya qobul. Ijab dan qobul bersambung jika 

berpisah sebelum adnya qobul maka batal.
43

 

 

Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi antara lain sebagai 

berikut: 

a) Syarat adanya sebuah akad (syarth al-in-iqod) adlah 

suatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui 

syara‟, syarat ini dibagi menjadi dua yaitu, syart umum 

dan syarat khusus. Syarat umum yaitu: (1). Syarat yang 

harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu sighat, 

objek akad (ma‟uqud alaih), pihak-pihak yang berakad 

(aqidain), tujuan pokok akad  dan kesempatan.(2). 

Akad itu bukan akad terlarang. (3) akad itu harus 

bermanfaat. Adapun syarat khusus yaitu harus adanya 

saksi dalam akad. 

b) Syarat sah dalam akad. Secara umum para fuqoha 

menyatakan bahwa syarat syah akad adalah tidak 

terdapat hal-hal yang merusak sahnya (mufsid) dalam 

akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan 

pertengkaran (al-jlah), adanya paksaan (ikrah), 

membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (tauqif). 

Terdapat unsur tipuan (gharar), terdapat bahaya dalam 

pelaksanaan akad (dharar). 

c) Syarat berlakunya (nafidz) akad. Maksunya yaitu 

berlangsungnya akad sesungguhnya tidak tergantung 

pada izin orang lain. Syarat berlakunya berlakunya 

sebuah akad adalah: (1) adanya kepemilikan terhadap 

barang atau adanya otoritas (alwilayah) untuk 

mengadakan akad, baik secara langsung ataupun 

perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak 

terdapat terhadap hak orang lain. 

d) Syarat adanya ketentuan hukum (luzum abad) suatu 

akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari 
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segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau 

membatalkan transaksi).
44

 

 

d. Berakhirnya Akad 

Akad akan berakhir apabila: 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu 

memiliki tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu 

sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa 

dianggap berahir jika :(a) jual beli itu fasad, seperti 

terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rkun atau 

syaratnya tidak terpenuh; (b) berlakunya khiar syarat, 

khiar aib, dan khiar rukyah; (c) akad itu dilakukan oleh 

salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu 

secara sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 

Dalam hal ini para ulama fiqih menyatakan bahwa 

tidak semua akad otomatis berahir dengan wafatnya 

salah satu pihak yang melaksanakan akad.  

e. Akad dapat berahir dengan pembatalan, meninngal 

dunia, atau tanpa adanya izin akad mauquf 

(ditangguhkan).
45

 

 

B. Musaqoh di Indonesia 

1. Musaqoh Menurut Hukum Adat 

Hubungan kerjasama dalam bidang pertanian ialah mengenai 

perbuatan dibidang pertanian adalah perbuatan bagi hasil (deelbouw), dan 

perbuatan bagi laba (deelwining) yang juga merupakan bentuk kerjasama 

smacam kongsian (maatschap).  Diantara pemilik tanah dengan pekerja 

mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah dikerjakan, ditanami, 

dipanen hasilnya maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan 

pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedia belah pihak 
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menurut kebiasaan yang berlaku setempat, bagi dua (maro), bagi 

tiga(mertelu), atau bagi empat(merempat).
46

 

Perjanjian yang menyangkut tanah yang dimaksudkan semua 

perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan 

tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi 

bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, 

melainkan pemilik tanah atau pemegang hak tanah memberi kesempatan 

kepada orang laim untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati 

tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang. 

Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan seluruh Indonesia dengan 

berbagai istilah adat setempat seperti Maro(Jawa), Nengah(Priangan), 

Tesang(sulawesi Selatan), Toyo(Minahasa), Perdua(Sumatra). Sebagai 

latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah, yaitu: 

a. Bagi pemilik tanah 

a. mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkasempatan 

untuk mengerjakan tanah sendiri. 

b. Keingan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan 

memberi kesempatan kepada orang lain untk mengerjakan 

tanahnya.  

b. Bagi penggarap/pemaro  

d. Tidak/ belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak 

mempunyai pekerjaan tetap. 

e. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas 

luasnya, tanah sendiri tidak cukup. 

f. Keingin mendapatkan tambahan hasil garapan.
47

 

 

Pada daerah-daerah dimana tanah pertanian sudah sempit dan 

tenaga penggarapan lebih banyak ada kemungkinan terjadinya 
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pemerasan(halus) dalam perjanjian bagi hasil, sehingga bukan maro yang 

berlaku tetapi mertelu(Jawa), jejuron(Priangan) yang pembagian hasilnya 

2 bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk penggarap atau bagi 

empat. Tetapi didaerah dimana bidang tanah masih luas dan tenaga kerja 

masih kurang seperti diluar Jawa terjadi sebaliknya, didaerah-daerah itu 

kemungkinan apa yang disebut “Maro” berarti bagian hasil penggarapn 

lebih banyak bagian pemilik tanah. 

Menurut penelitian Fakultas Hukum Unila tahun 1976 di 

kecamatan Padang Ratu (Lampung Tengah) terdapat perjanjian bagi hasil 

yang diikuti perjanjian bai bidang tanah antara penduduk asli dengan 

penggarapan asal Transmigrasi. Pemilik tanah menyerahkan tanah semak 

belukar kepada penggara, untuk selama 3 tahun pemilik tanah mendapat 

bagian padi dari penggarap dan setelah itu bidang tanah dijadikan petak-

petak sawah sehingga diadakan pula pembagian  bidang tanahnya antara 

pemilik tanah dan penggarap. Dalam hal ini seperti ini bukan bersifat 

pemerasan, malahan penggarap yang tadinya tidak mempunyai tanah 

menjadi pemilik tanah pula. 

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas 

dasar rasa kekeluargaan dan tolong-menolong dan sebagai azas umum 

dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan 

persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian 

hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Azas ini berlaku tidak saja untuk 
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tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk 

tanah perairan, perikanan dan peternakan. 

Begitu juga dengan azas umum didalah Hukum Adat apabila 

seorang luar memasuki daerah tanah bukan termasuk dilingkungan 

masyarakat hukum adatnya diharuskan menghormati masyarakat setempat, 

setidak-tidaknya antara orang luar dengan penduduk setema itu harus ada 

tanda penghargaan atau tanda terimaksih atas kenikmatan yang (akan) 

didapatnya dari bidang tanah yang memberi hidup kepadanya dengan 

perantara pemuka-pemuka adat setempat. 

Hubungan hukum lainnya antara pemilik tanah dengan penggarap 

dalam perjanjian bagi hasil ialah yang di sebut plais di Bali atau balango 

di Sulawesi  Selatan yaitu adanya piutang tanpa bunga dari penggarap 

kepada pemilik tanah yang berfungsi sebagai tanda penggarapan dapat 

terus mengerjakan tanah selama hutang belum dilunasi oleh pemilik tanah, 

atau jika pemilik tanah ingin memutuskan hubungan perjanjian bagi hasil 

maka iya harus melunasi hutangnya kepada penggarap. Pelunasan hutang 

dapat di lakukan dengan pembayaran secara berangsur dengan 

memperhitungkannya dengan bagi hasil tanah.
48

 

Menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil (pasal 3), dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara 

tertuis dihadapan epala desa yang disahkan oeh Camat. Menurut pasal 4, 

perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan 
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tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan 

dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada 

pemilik tanah untuk memperoleh hak menguhakan tanah.
49

 

Aturan Undang-undang no. 2 tahun 1960 tersebut dibebrapa daerah 

belum berjalan sebagi mana yang dikehendaki, misalnya tentang beri 

memberi diantara pemilik tanah dan penggrap tanah adalah soal biasa 

sebagai tanda persaudaran, penghargaan atau terimakasih sebelum atau 

yang mendahului sesuatu perjanjian. Didaerah bekas transmigrasi lama 

yaitu Pringsewu (Gedongtataan) Kabupaten Lampung Selatan, banyak 

berlaku perjanjian bagi hasil sawah yang tidak dibuat secara tertulis dan 

tidak pula diketahui para Pamong Desa. Sedangkan mengenai lama waktu 

berlakunya perjanjian bagi hasiltergantungkepada pemilik sawah, apakah 

ia masih akan meneruskan perjanjian bagihasil dengan penggarap ataukah 

tidak. Segala sesuatunya berjalan atas dasar kekeluargaan dan tolong-

menolong 

 

2. Musaqoh Menurut Hukum Ekonomi Syariah 

Akad musaqoh adalah subuah bentuk kerja sama pemilik kebun 

dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemuadian segala sesuatu 

yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama 
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antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka 

buat.
50

 

Pada Pasal 266 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan 

bahwa rukun musaqoh antara lain sebagai berikut:  

a. Pihak pemasok tanaman 

b. Pemelihara tanaman 

c. Tanaman yang dipelihara, dan  

d. Akad.
51

 

Sedangkan, mengenai syarat-syaratnya, terdapat pada Pasal 267 – 

270 KHESy sebagai berikut:  

Pasal 267 

3. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak 

pemelihara. 

4. Pemelihara wajb memelihara tanaman yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

Pasal 268 

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk 

melakukan pekerjaannya 

Pasal 269  

Pembagian hasil dari pemeliharan tanaman harus dinyatakan secara 

pasti dalam akad 

Pasal 270 

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang itmbul dari 

pelaksanaan tugasnya paabila kerugian tersebut disebabkan oleh 

kelalaiannya.
52
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. JenisPenelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). 

Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu 

tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan 

laporan ilmiah”.
53

 

Sedangkan menurut Mardalis, “penelitian lapangan, dilakukan 

dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan 

para pengemudi becak, harga barang dipasaran, masalah kenakanal remaja 

dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara speksifik dan realis tentang apa yang 

sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat”.
54

 

Ditinjau dari jenisnya, penelitian tentang Praktek Bagi Hasil 

Antara pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di desa HujungKecamatan 

BelalauPersfektifHukumEkonomi Syariahini adalah studi kasus, 
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merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau suatu tempat 

penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu.  

 

2. SifatPenelitian 

Penelitianinibersifatdeskriptif kualitatif.“Penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya”.
55

 Pada 

penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau melukiskan mekanisme 

Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Di Desa 

Hujug Kecamatan Belalau menurut Hukum Ekonomi Syariah. 

 

B. Sumber Data 

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, yang  dilakukan adalah 

penelitian lapangan, maka data yang dibutuhkan adalah bersumber dari: 

1. Sumber data primer, yaitusumber data yang diperoleh langsung dari 

lapangan termasuk laboratorium”.
56

 Pada penelitian ini, data primer 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang Praktek BagiHasil Antara 

Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah Bapak Hasbi,SH, PH selaku pemilik 

kebun kopi dan Bapak Poniman, OJ, Rifai selaku pengelola kebun kopi. 

2. Sumber data sekunder, yaitusumber data yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen  resmi, buku-

buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
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bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peratiran perundang-undangan.
57

 

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung  yang 

berupa tulisan yang berkatan dengan penelitian ini yaitu Al-Qur‟an, 

undang-undang Nomor 02 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, 

kompilasi hukum ekonomi syariah, serta buku-buku yang berkaitan 

dengan bagi hasil.  

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitianini antara lain sebagai 

berikut:  

a. Ahmad Wardi Muslich, berjudul Fiqh Muamalat.  

b. Hendi Suhendiberjudul Fiqih Muamalah. 

c. Hilman Hadikusuma berjudul Hukum Perjanjian Adat. 

d. M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2004. 

e. Rachmat Syafe‟i, berjudul Fiqih Muamalah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data adalah prosedur/cara yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Guna memperoleh data yang 

relevan dengan apa yang diharapkan. Peneliti terjun langsung kelokasi 

penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak 
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yang diwawancarai dan jawabandiberikan oleh yang diwawancara.
58

 

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin adalam kombinasi tehnik wawancara bebas 

dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa 

pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Untuk 

mendapat informasi tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan 

Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan BelalauPerspektif 

Hukum Ekonomi Syariah peneliti melakukan wawancara kepada 2 orang 

yang melakukan kerjasama yaitu: Bapak Hasbi sebagai pemilik lahan dan 

Bapak Poniman sebagai penggarap lahan. 

 

2. MetodeDokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan 

dokumentasi yang tersedia yang terkait dengan penelitian ini
59

. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan 

literatur yang dibutuhkan yang berasal dari buku registrasi Desa Hujung 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.  

 

D. TeknikAnalisa Data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

denga data, menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang 
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dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang diceritakan orang lain.
60

 

Setelah penelitian memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian 

mengelolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunkan data 

analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang praktek 

bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung 

Kecamatan Belalau dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus dan konkrit, pristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta  

yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai 

sifat umum.
61

 

Penelitian menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 

yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir 

induktif yang berangkat dari pemikitan tentang praktek kerjasama bagi hasil 

yang terjadi diera ini. Dari metode analisis tersebut peneli mencoba 

menganalisis pemahaman masyarakat di Desa Hujung tentang praktek 

kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola kebun kopi. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Hujung kecamatan Belalau 

1. Sejarah singkat Desa Hujung kecamatan Belalau 

Masyarakat menyebut tempat tingga mereka ada pekon yang 

berarti Desa. Desa hujung adalah salah satu wilayah yang terletak di 

kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tidak ada sejarah yang 

tertulis dalam buku mengenai asal mula Desa Hujung tersebut. Namun, 

banyak masyarakat yang mengatakan karena letak dari wilayah tersebut 

yang berada dipaling ujung yang berbatasan dengan Oku Selatan, maka 

dari itu dinamakan Desa (pekon) Hujung.
62

 

Menurut salah satu tokoh Adat masyarakat Desa Hujung mengenai 

asal mula masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Hujung, yatu 

berawal dari 4(empat) bersaudara. Keempat saudara tersebut tidak 

bertempat tinggal yang sama(satu Desa) melainkan merantai ke Desa-

Desa yang lain. Kakak pertama berpindah ke Khuos, kakak kedua 

berpindah ke Sukarame, kemudian kakak ke tiga berpindah ke Way Kalap 

dan yang terahir bertempat tinggal di Pekon/Desa Hujung yang mewarisi 

harta peninggalan orang tua dan nenek moyang terdahulu.
63

 

Masyarakat asli yang ada di Desa Hujung tersebut yaitu 

masyarakat yang bersuku Lampung. sekitaran tahun 1975 masyarakat 
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pendatang mulai berdatangan ke Pekon Hujung dengan tujuan mencari 

penghidupan untuk sanak keluarga. Kebanyakan masyarakat pendatang 

menetap di Desa Hujung tersebut sampai sekarang. Dan pada tahun 

1975sudah mulai terbentuk kepemerintahan di Desa  Hujung tersebut, 

yangdinamakan Kepala Kampung atau Kepala Suku.
64

 

 

2. Keadaan Umum Desa Hujung Kecamatan Belalau 

a. Keadaan Geografis 

Desa Hujung merupakan salah satu Desa Perkebunan Kopi dan 

Lada, yang berada dalam wilayah kecamatan Belalau Kabupaten 

Lampung Barat yang mepunyai letak strategis secara geografis terletak 

pada ketinggian tanah dari permukaan laut 5,00 Mdl, curah hujannya 

adalah 4000 mm/tahun. sedangkan suhu udaranya adalah 23,00 

celcius.
65

Desa Hujung dengan luas 3.931,50 hektar. Dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan OKU Selatan 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serungkuk 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luas 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Pesagi 

Wilayah terdiri dari berbagai jenis tanah perkebunan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukan luas Desa Hujung 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. 

Luas Tanah Dan Pemanfaatannya Di Desa Hujung 

 

No Pemanfaatan Tanah Luas 

1 Luas tanah sawah 35,00 Ha 

2 Luas tanah kering 30,00 Ha 

3 Luas tanah basah 00,00 Ha 

4 Tanah perkebunan 2.745,00 Ha 

5 Luas tanah fasilitas umum 8,50 Ha 

6 Luas tanah hutan 1.113 Ha 

Total Luas Tanah 3.931,50 Ha 

Sumber:  Monografi Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat 

tahun 2016. 

 

Berdasarkan tabel di atas maka tanah Desa Hujung yang paling 

luas adalah tanah perkebunan. Dengan demikian Desa Hujung ini 

mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup baik untuk daerah 

pertanian dan perkebunan. 

Desa Hujung adalah suatu Desa/pekon yang tergolong 

padatpenduduknya. Menurut data statistik pekon/desa tahun 

2016/2017,jumlah penduduknya adalah 3.979 jiwa atau 982 Kepala 

Keluarga(KK) dengan rincian laki-laki 1.986 jiwa dan perempuan 

1.993 jiwa.
66

 

Total jumlah penduduk dikategorikan kelompok rentan dari 

sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia0 - 6 tahun 
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sebanyak 133 126 259 jiwa, berusia7- 14 tahun 328 326 654 jiwa, 

berusia15- 21 tahun 194 227 421 jiwa, berusia  22 - 40 tahun 574 560 

1,134 jiwa, berusia 41 – 60 tahun 571 567 1,138 jiwa,dan  berusia 61 – 

76 tahun 186 187 373 jiwa. 

Adapun jumlah penduduk bila dilihat dari tingkat pendidikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak 89   orang 

2 SD & Sederajat 610 orang 

3 SLTP & Sederajat 110 orang 

4 SLTA & Sederajat 300 orang 

5 Perguruan tinggi 96   orang 

Sumber:  Statistik Pekon Hujung Kecamatan Belalau KabupatenLampung Barat 

tahun 2016. 
 

Data tersebut di atas, belum termasuk lulusan pendidikan 

khusus yang meliputi pesantren, kursus-kursusdan sebagainya. Dan 

berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata 

penduduk tamatan SD sederajat. 

Adapun sarana fisik dalam bidang keagamaan yang ada di 

Desa Hujung ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Jumlah Tempat Ibadah 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid  3 

2 Musholla   5 

Jumlah   8 

Sumber: Monografi Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten LampunBarat 

tahun 2016. 
 

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Hujung mayoritas 

beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama selain Islam yaitu 

kurang lebih 7 Kepala Keluarga (KK). Adanya toleransi beragama 

yang ada di masyarakat Desa Hujung menciptakan solidaritas antar 

masyarakat. Masyarakat yang berbeda agama saling mentoleransi 

untuk menjaga kepercayaan masing-masing.
67

 

 

b. Keadaan Pemerintahan 

Pada tahun 1975 sudah mulai terbentuk kepemerintahan di 

Desa  Hujung tersebut, yang dinamakan Kepala Kampung atau Kepala 

Suku. Semakin berkembangnya zaman, kepemerintahannya semakin 

membaik seperti sekarang ini. Namun, Ada perubahan dari 

kepemerintahan tersebut yaitu perubahan nama Kepala Kampung atau 

Kepala Suku menjadi Peratin serta aparatnya semakin banyak. Pada 
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tabel di bawah ini akan diuraikan kepemimpinan Desa Hujung dari 

Periode ke periode.
68

 

Tabel 4.4 

Kepemimpinan Peratin Desa Hujung dari tahun 1975 sampai 

Tahun 2018 

 

No Nama 

Masa 

Kepemimpinan 

Tahun 

1 Jauhari 3 priode 1975 - 1977 

2 Sukirno  1 priode 1998 – 2002 

3 Yatimin  1 priode 2003 – 2007 

4 Ismet Liza 1 priode 2008 – 2012 

5 Nazori  1 priode 2013 – 2017 

6 Ismet Liza - 2018 

Sumber: Wawancara peneliti dengan Azrim (informanpenelitian) 

 

Kepemerintahan Desa Hujung di pimpin oleh Bapak Ismet 

Liza dan seluruh aparatur Desa yang bertugas untuk melayani segala 

kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Pada tabel di bawah ini akan 

diuraikan lebih rinci mengenai struktur pemrinatahan Desa Hujung
69

. 
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Gambar 4.1. 

Struktur Pemerintahan Desa Hujung Kecamatan Belalau  

Kabupaten Lampung Barat 
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B. Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi di Desa 

Hujung Kecamatan Belalau  

 

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian 

juga praktek musaqoh pada petani kopi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil kepada pemilik kebun kopi 

dan penggarap baik perawatannya, pemanenan, dan penjualan hasil kebun 

kopi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang no. 2 tahun 1960 tentang kerja 

sama bagi hasi dan kompilasi hukum ekonomi syariah. 

Praktek kerja sama bagi hasil di Desa Hujung di lakukan dengan akad 

lisan tanpa tertulis dan pebatasan waktu yang tidak di batasi. Sehinggap 

pengelola sering melakukan pembagian hasil tanpa konpirmasi terlebih 

dahulu kepada pemilik.  Pelaksanaan usaha bagi hasil di Desa Hujung 

Kecamatan Belalau mengikuti kebiasaan uasaha kerja sama bagi hasil yang 

dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Pemilik dan penggarap kebun dalam 

perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad perjanjian diawal. 

Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik 

kebun. Penggarap berkewajiban menggarap semaksimal mungkin. Baik 

dalam hal akan memanen maupun dalam hal penjualan hasil yang harus 

disaksikan antara kedua belah pihak.
70

 

Hal-hal yang melatar belakangi atas dasar kurangnya kemampuan 

dalam mengelolanya, karena sudah cukup tua, adanya pekerjaan lain sehingga 

tidak adanya waktu dalam pengelolaan kebun kopi dan letak kebun kopi yang 
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ada di lereng gunung sehingga sulit untk dijangkaui. Sehingga pemilik kebun 

kopi menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelolanya. maka 

penggarap bertanggung jawab penuh dalam pengelolaannya sesuai 

kesepakatan.
71

  Akan tetapi ada beberap pengelola yang letaknya dilereng 

gunung ketika akan melakukan pembagian hasil pemanen tidak ada 

konpirmasi terlebih dahulu dengan alasan yang jarak tempuh yang jauh 

dengan pemilik.  

Dalam menyepakati akad kedua belah pihak melakukan dengan lisan 

(tidak tertulis). Hanya saja berpegang teguh pada kejujuran dan kepercayaan 

pemilik kepada penggarap . hal ini sudah dianggap sah antara keduanya.
72

 

Kesepakatan dalam biaya-biaya seperti Pembiayaan pupuk dan obat-obatan 

ada yang ambil dari hasil panen sebelum dibagi dan ada juga berdasarkan 

kesepakatan biaya pupuk ditanggung oleh pemilik kebun dan biaya obat-

obatan di tanggung oleh penggarap.
73

 

Dalam pembagian hasil dilakukan dengan pembagian setengah untuk 

pemilik dan setengan untuk penggarap yang di saksikan kedua belah pihak 

agar keduanya merasa adil. kesepakatan biaya-biaya yang tak terduga sudah 

dikeluarkan sebelum pembagian hasil dilakukan.
74

 Kedudukan pemilik tanah 

dalam perpanjang perjanjian bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan 
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penggarap tanah. Oleh sebab itu, pemilik tanah memiki hak untuk 

perpanjangan atau mengahirnya perjanjian.
75

 

Pemilik dan penggarap kebun kopi memiliki keuntungan dan kerugian 

dalam hal melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan yang 

dialami oleh pemilik kebun kopi dalam melakukan kerja sama bagi hasil 

penggelolaan kebun kopi adalah pemilik kebun kopi mendapatkan hasil yang 

panen dari kebun miiknya tampa bersusah payah mengelolanya sendiri.
76

 

Kerugian dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik kebun kopi adalah 

pemilik sering tidak mendapat konpirmasi dari pngelola dalam penjualan 

hasil panen dan apabila dan apabila terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil 

terjadi sebelum masa panen, maka pemilik kebun kopi meluangkan waktu 

untuk mencari penggarap yang baru yang dapat dipercaya untuk mengelola 

kebun kopi sampai panen tiba. mendapatkan hasil yang sedikit karena di bagi 

tiga yaitu dibagi dengan pemilik kebun, penggarap dan penggarp yang 

meneruskan kerjasama tersebut.
77

 

Penggarap menyetujui adanya perjanjian kerjasama secara lisan 

semata-mata atas dasar minimnya ekonomi keluarga dan atas dasar 

kekeluargaan, toong menolong terhadap pemilik kebun kopi. Pemilik hanya 

menyerahkan kebun kepada penggarap kemudian hasinya dibagi dua. Setelah 

terjadinya kesepakatan antara pemiik dan penggarap kebun kopi, maka pada 
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saat itu juga penggarap kebun memiliki tanggung jawab untuk merawat, 

mengelola dan menjual hasi panen
 
.
78

 

Jangka waktu Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Hujung 

Kecamatan Belalau pada umumnya tidak dinyatakan dalam akad awal. 

pemilik kebun hanya memberikan amanat kepada penggarap untuk menjaga 

dan merawatnya. mereka melakukan kerjasama ini sesuai dengan hasil kerja 

penggarap dan ketersediaan pemilik kebun untuk memberikan kebun miiknya 

kepada penggrap untuk di garap. Jika peggarap bekerja dengan baik dan 

pemilik kebun merasa senang dari hasil yang diperoleh dari kerja penggarap, 

maka pemilik kebun dapat memberikan kebun lebih lama lagi kepada 

penggarap. Maka, dapat diahiri kapan saja.
79

 

Dengan biaya seperti pupuk, dan obat-obatan yang keluarkan 

berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. Deangan biaya-biaya tak terduga 

ditanggung oleh penggarap kebun kopi yang nanti akan diambil dari haisl 

panen sebelum dibagi setengan untuk pemilik dan penggarap. Hal ini 

perjanjian sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal akad.
80

 

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik dan 

penggarap kebun kopi, keduanya telah merasakan hasil yang sama dari 

perjanjian tersebut. Pemilik kebun kopi merasa lebih diuntungkan karena 

pemilik kebun hanya mengeluarkan modal sedikit dan mendapatkan hasil 
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panen tampa harus mengelola kebun kopi. Sementara itu, penggarap kebun 

juga merasa diuntungkan, karena melalui perjanjian bagi hasil ini penggarap 

terbantu mendapatkan pekerjaan.
81

 

Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi penggrap kebun kopi 

adalah memperoleh hasil panen tanpa memiliki kebun kopi sendiri dan dapat 

menambah pendapatan yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan 

sehari-hari. Penggarap tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya 

perjanjian bagi hasil ini penghaslannya menjadi bertambah.
82

 

Kerugian dari perjanjian bagi hasil ini bagi penggarap kebun kopi 

adalah sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan 

perjanjian adan pendapatan berkurang, karena selama melakukan perjanjian 

bagi hasil penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk mkan dan biaya-

biaya sekolah anak.
83

 

 

C. Pola Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di 

Desa Hujung Kecamatan Belalau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber sebelumnya dapat 

dikemukan bahwa kerjasama bagi hasil penggarapan kebun kopi di Desa 

Hujung Kecamatan Belalau mempunyai maksud yang berbeda apalagi 

didesak  oleh kebutuhan hidup yang semakin mendesak, semua itu dilakukan 

untuk melangsungkan kehidupan bersama keluarganya. Sedangkan pemilik 
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kebun mempunyai tujuan utama adalah menolong sesama. Sebab ada yang 

ada orang yang memiliki kebun tetapi tidak memiliki keahliandan waktu 

dalam menjalani usaha perkebunan. Ada juga yang memiliki keahlian tetapi 

tidak memiliki lahan atau modal, demikian apabila melakukan kerja sama 

dalam menggerakan roda prekonomian. Maka keduanya akan mendapatkan 

keuntungan dan keahliaan yang dipadu. Seperti dalam firman Alloh SWT: 

                           

                          

                     

                             

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka 

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (al-Maidah (5) 

2)
84

 
 

Dalam konsep mua‟amalah perjanjian bagi hasil ini termasuk dalam 

perjanjian musaqoh. Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang atau lebih 

diman pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah 
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perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut 

menhasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi antara kedua belah pihak 

tersebut tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
85

  

Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing 

rukun adalah:  

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas 

nama hukum (baligh dan berakal) 

2. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti. 

3. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja 

sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam 

perjanjian 

4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dnegan 

usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh 

hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua 

belah pihak.  

5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis 

atau lisan.
86

 

Berdasarkan kebiasan bagi hasil diperlukan sejak zaman Rosulullah 

SAW. 

الِله صَلَّى اللُو عَلَيوِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أىَلَ  رَسُولُ عَنِ ابِن عُمَرُرَضِىَ الُله عَنوُ أنََّ 
 رَ بشَطرٍ ماَيََرجُُ مِن ثََرٍَ أَو زَرعٍ خَيب َ 
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Artinya: Dari Ibnu Umar Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk 

khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh baik berupa 

buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jamaah)
87

 

Syariat membolehkan kerja sama bagi hasil agar masing-masing dari 

keduanya mendapat manfaat. Kerjasama bagi hasil kebun kopi juga 

membawa manfaat bagi pemilik dan penggarap kebun kopi. Pemilik juga 

selain mendapat manfaat dari hasil panen juga bisa mengerjakan pekerjaan 

yang lain dengan adanya kerja sama ini. Dan bagi penggarap adanya lapangan 

pekerjaan mereka dapat bekerja sehingga mereka mempunyai penghasilan an 

dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Berdasarkan penjelasan di atas pada kenyataannya peraktek musaqoh 

yang terjadi dilapangan kerjabagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan oleh 

masyarakat berdasarkan kebiasaan orang-orang terdahulu. Sebagaimana 

menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi faktor yang menyebabkan tidak 

sesuai dengan teori mu‟amalah. 

Mengenai syarat-syarat musaqoh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, terdapat pada Pasal 267 – 270 KHESy sebagai berikut:  

Pasal 267 

5. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. 

6. Pemelihara wajb memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya. 

Pasal 268 
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Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan 

pekerjaannya 

Pasal 269  

Pembagian hasil dari pemeliharan tanaman harus dinyatakan secara pasti 

dalam akad 

Pasal 270 

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang itmbul dari pelaksanaan 

tugasnya paabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.
88

 

Praktik di lapangan masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau 

khusunya petani kopi melakukan perjanjian hanya menggunakan akad lisan 

saja tanpa ada perjanjian tertulis, akad lisan dilakukan karena sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat disana.  

Syariat mengajarkan apabila bermu‟amalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang  ditentukan hendaknya di tulis. Hal ini dianjurkan karena Islam 

menjaga prilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap brjalan dengan 

baik. Karena dihawatirkan salah satu pihak lupa dan lalai terhadap suatu 

perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 

merugikansalah satu pihak.  

Keabsahan dalam akad kerjasama bagi hasil adalah dalam firman 

Allah SWT dalam: 

                                                 
88

Ibid., h. 79-80 



51 

 

 

                         

         ...    

Artinya : apabila kamu berm‟uamalah tidak secara tunai untuk watu 

yang di tentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seseorang 

dari kau menulisnya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2): 282)
89

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan pada 

hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama di antara 

kamu, hendaklah melakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan 

agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama. 

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil 

perkebunan  kopi sebagai mana diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hujung tidak memiliki batasan waktu 

yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), sedangkan dalam 

al-Qur‟an dijelaskan dalam kerjasama dalam suatu usaha harus memiliki 

kejelasan waktu akan berapalama perjanjian tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama perkebunan kopi dalam hal jangka 

waktu tidak sesuai. 

Menurut pendapat Syafi‟iyah lama perjanjian musaqoh harus 

dijelakan dalam akad, karena transaksi ini hampir sama dengan sewa 

menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian.
90
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Menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil (pasal 3), dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara 

tertulis di hadapan Kepala Desa yang disahkan oeh Camat. Menurut pasal 4, 

perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan 

tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan 

dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada 

pemilik tanah untuk memperoleh hak menguhakan tanah.
91

 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa 

kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dari sisi 

pembagian hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang dibolehkan 

dalam Islam karena adanya kesepkatan awal dalam menyepakati terjadnya 

kerjasama bagi hasil. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang jangka 

waktu kerjasama penggarap kebun kopi tersebut, maka peraktik kerja sama 

tersebut belum sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang bagi 

hasil. Karena tidak ada kejelsan dalam jangka waktu penggarapan dan begitu 

juga dengan perjanjian tidak tertulis merupakan kerjasama yang tidak sesuai 

dengan hukum Islam. 

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil 

perkebunan  kopi sebagai mana diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hujung tidak memiliki batasan waktu 

yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), sedangkan dalam 

al-Qur‟an di jelaskan dalam kerjasama dalam suatu usaha harus memiliki 
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kejelasan waktu akan berapalama perjanjian tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama perkebunan kopi dalam hal jangka 

waktu tidak sesuai, sebagai mana yang di dalam al-Qur‟an. 

Dalam hal hasil panen seluruhnya disyaratkan menjadi milik kedua 

belah pihak untuk dibagi antara keduanya sesuai dengan akad yang telah 

disepakati bahwa dalam hal penjualan dan pembagian harus disaksikan kedua 

belah pihak agar ternyadinya keadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak 

dilaksanakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa 

kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dari sisi 

pembagian hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang dibolehkan 

dalam Islam. Akan tetapi ika dilihat dari sudaut pandang jangka waktu 

kerjasama penggarap kebun kopi tersebut, maka peraktik kerja sama tersebut 

belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada kejelsan dalam jangka 

waktu penggarapan dan begitu juga dengan perjanjian tidak tertulis 

merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan hukum Islam. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan 

sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa praktek kerjasama bagi 

hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi di desa Hujung Kecamatan 

Belalau terjadi karena kurangnya pemahaman  dalam hal kerjasama bagi hasil 

hanya memandang dari segi kebolehannya saja tanpa memandang syarat-

syarat yang harus dipenuhi.  

1. Kerjasama bagi hasil kebun kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap 

kebun kopi dengan menyepakati akad hanya secara lisan (tidak tertulis) 

hanya saja didasari saling percaya. 

2. jangka waktu yang tidak ditentukan. Tergantung dari pemilik untuk 

mengahiri kerjasama bagi hasil kebun kopi tersebut. Mengenai 

pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik dan penggarap kebun kopi. Hal 

ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (adat). 

3. Pandangan hukum Islam dalam hal kerjasama bagi hasil merupakan 

kerjasama bagi hasil yang belum sesuai dengan konsep Islam karena 

terkaitan dengan akad lisan dan jangka wakt yang tidak ditentukan. Islam 

menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan hendaknya di tulis dan juga dalam usaha harus memiliki 

jangka waktu yang ditentukan dalam awal akad. Karena dihawatikan 
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salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah atu 

pihak. Tetapi secara akad sudah sesuai. 

 

B. Saran 

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola 

kebun kopi sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis, supaya jika ada yang 

melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat. 

Dalam berlangsungna kerjasama penggarap tidak boleh melakukan 

kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak harus 

mengutamakan sikap kejujuran dan keadilan. 
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A. Wawancara 

1. Wawancara Kepada Pemilik Kebun Kopi  

a. Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil untuk pengelolaan 

kebun kopi dengan pihak lain? 

b. Apa yang melatarbelakangi bapak melakukan kerja sama bagi hasil 

pada pengelolaan kebun kopi ini? 

c. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara kedua belah pihak 

menyepakatinya, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan saja? 

d. Bagaimana konsep perjanjian kerjasama yang bapak lakukan? Apakah 

penggarap hanya mengurus saja atau penggarap juga ikut dalam biaya 

pupuk, obat-obat? 

e. Bagaimana proporsi bagi hasil ketika panen? 

f. Apakah ketika bagi hasil yang akan dilakukan anda juga turut 

menyaksikan pembagiannya? 

g. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah di rasakan adil? 

h. Apakah sebagai pemilik kebun kopi bapak meraskan keuntungan yang 

lebih atau merasa di rugikan baik dari hasil selama dalam 

pemeliharaan kebun kopi? 

 

 



 

 

2. Wawancara Kepada penggarap kebun kopi  

a. Apa yang mendasari bapak menyetujui perjanjian bagi hasil secara 

lisan tersebut? 

b. Berapa lama bapak melakukan kerjasama penggarapan kebun kopi 

dengan pemilik kebun kopi? 

c. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pemilik 

dan penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil penggarapan kebun 

kopi? 

d. Apakah bapak sebagai penggarap pernah mengeluarkan biaya-biaya 

yang tak terduga ketika menggarap kebun kopi tersebut?  

e. Bagaimana dengan bagi hasil yang dilakukan? Apakah sudah sesuai 

dengan perjanjian diawal? 

f. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah diraskan adil? 

g. Apakah sebagai penggrap, bapak merasakan lebih diuntungkan atau 

dirugikan dalam bagi hasil? 
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